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ABSTRAK

Skripsi ini mengeksplorasi hubungan antara social-commerce dengan
ketidakpastian hukum dan kekurangan perlindungan hukum dalam konteks
perdagangan elektronik. Social-commerce sebagai salah satu platform
perdagangan elektronik dianggap tidak memiliki perlakuan pengaturan yang adil
(same level playing field) dengan e-commerce jenis lainnya. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang
dibentuknya pengaturan social-commerce beserta akibat hukumnya terhadap
penyelengara sistem elektronik, pelaku usaha, dan konsumen atas berlakunya
Permendag No. 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan,
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan.
Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode
deduktif untuk penarikan kesimpulannya. Temuan penelitian didapatkan bahwa
proteksi perekonomian nasional, keadilan persaingan usaha, dan perlindungan
konsumen merupakan urgensi yang melatarbelakangi pembentukan pengaturan
social-commerce di dalam Permendag No. 31 Tahun 2023. Selain itu, sejak
Permendag No. 31 Tahun 2023 diberlakukan, dengan mengkategorikan social-
commerce ke dalam salah satu jenis Perdagangan Melalui Elektronik (PMSE)
membuat social-commerce juga turut memiliki regulasi perpajakan, perizinan
berusaha, serta mekanisme layanan pengaduan konsumen yang berdampak positif
terhadap pelaku usaha dan konsumen khususnya dari segi kepastian hukum.

Kata Kunci: E-Commerce, Perlindungan Konsumen, Social-Commerce
Pembimbing Pembantu
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Ketua Bagian HukuprPerdata
/

A din, S. "
NIP."197307281998021001

xiii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi dan akses internet telah mempengaruhi cara bisnis
dilakukan. Banyaknya kegiatan sehari-hari yang membutuhkan akses internet
merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi media yang efektif
baik untuk perseorangan maupun perusahaan untuk mempromosikan atau menjual
barang dan atau jasa kepada konsumen yang tersebar di seluruh dunia. Hingga
Januari 2023, terdapat 219,9 juta pengguna internet di Indonesia, 167 juta di
antaranya merupakan pengguna media sosial.! Dengan kata lain, 78 persen dari
total 219,9 juta pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial atau
sekitar 60,4 persen dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang
sebanyak 272 juta jiwa.? Tingginya angka pengguna internet dan media sosial
memberikan potensi yang besar terhadap pangsa pasar perdagangan digital di

Indonesia.

Luasnya penggunaan internet dan tingginya penggunaan media sosial telah
membuka peluang besar bagi perkembangan perdagangan melalui sistem
elektronik di Indonesia, beberapa di antaranya adalah e-commerce dan social-
commerce. E-commerce adalah platform di mana produk dan layanan dapat dibeli

dan dijual secara online dengan memanfaatkan teknologi seperti website atau

1Simon Kemp, “Digital 2023: Indonesia”, available on
https://datareportal.com/reports/digital-2023-Indonesia, diakses pada tanggal 30-08-2023.

2 Badan Pusat Statistik (BPS), “Jumlah penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-
20237, available on https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-
tahun.html, diakses pada tanggal 30-08-2023.



aplikasi, transfer uang elektronik, automated data collection systems, supply chain
management, electronic data interchange (EDI), dan online transaction
processing.® Kehadiran e-commerce yang memungkinkan penjual dan pembeli
untuk berinteraksi tanpa batasan geografis membuka potensi pasar yang lebih luas
dan beragam. Hal itu telah mengubah cara tradisional berbelanja dan berdagang
karena masyarakat di era sekarang dapat membeli suatu produk tanpa harus

bertemu di dunia nyata di antara para pihaknya.

Perkembangan terbaru dalam mekanisme jual beli online kini juga dapat
dilakukan dengan menggunakan kanal media sosial sebagai perantaranya. Inovasi
ini dalam perkembangannya dikenal sebagai social-commerce yang merupakan
integrasi antara media sosial dengan e-commerce.* Fenomena baru social-
commerce dapat didefinisikan secara sederhana sebagai aktivitas transaski e-
commerce yang dilakukan di lingkungan sosial media.®> Sementara itu, Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha, Periklanan,
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik pada pasal 1 angka 17 memberikan definisi social-commerce sebagai
“penyelenggara media sosial yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas

tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat memasang penawaran

3 Attar, R'W. dkk, “ New Trends in E-Commerce Research: Linking Social Commerce and
Sharing Commerce: A Systematic Literature Review”. Sustainability, 2022, Vol 14 No. 23, him. 3
available on https://doi.org/ 10.3390/su142316024.

4 Septian Deny, “Social Commerce Naik Daun, Bagaimana Nasib E-Commerce?”, availaible

on https://www.liputan6.com/bisnis/read/5302725/social-commerce-naik-daun-bagaimana-nasib-
e-commerce, diakses pada tanggal 30-08-2023.

5 Liang, T.-P. dan E. Turban, “Introduction to the special issue social commerce: a research
framework for social commerce”, International Journal of Electronic Commerce, 2011, Vol 16
No. 2, him. 6, available on http://dx.doi.org/10.2753/JEC1086-4415160201.



barang dan/atau jasa ke pelaku usaha lainnya”. Platform media sosial dalam
perkembangannya memang Kini tidak lagi hanya digunakan untuk berinteraksi
sosial semata, tetapi juga menjadi tempat di mana bisnis dapat mempromosikan

produk dan layanan mereka.

Model bisnis social-commerce pada dasarnya merupakan aplikasi sosial
media yang diperuntukan untuk pertukaran informasi, interaksi percakapan, atau
pun konten hiburan baik berupa gambar, tulisan, maupun video. Namun, seiring
dengan semakin berkembangnya algoritma teknologi yang mampu memahami
kebiasaan, minat, dan daya tarik para penggunanya membuat layanan media sosial
saat ini memanfaatkan kelebihan tersebut untuk menambah fitur yang
memungkinkan pelaku bisnis untuk menjual produk secara langsung kepada
konsumen melalui platform media sosialnya, seperti TikTok dengan fitur Tiktok
Shop, Instagram dengan Instagram Shopping, WhatsApp dengan WhatsApp
Business, Line dengan Line Shopping, dan sejenisnya. Hal tersebut telah
menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih personal dan terintegrasi dengan

lingkungan yang akrab bagi konsumen.

Regulasi aplikasi media sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik dan juga
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Social-commerce yang pada
praktiknya merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik, maka
sudah seharusnya untuk tunduk juga terhadap regulasi yang mengatur e-commerce

sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang



Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik
(PMSE). Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transkasi
Elektronik (UU ITE) juga memberikan pengaturan secara umum terhadap setiap

transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Pada dasarnya, baik e-commerce maupun social-commerce jelas memiliki
model bisnis yang berbeda sehingga aturan untuk meregulasi hal ini memang
perlu untuk dibedakan. Perbedaan utama antara e-commerce dan social-commerce
terletak pada sistem interaksi penggunanya, yang mana e-commerce sebagai
sebuah platform hanya mengakomodir komunikasi satu arah yang hanya
menyediakan katalog online dan rekomendasi produk, sedangkan sosial-
commerce memiliki pendekatan yang berbeda dengan menggunakan metode
sosial-hiburan yang interaktif sehingga memungkinkan satu konsumen berbagi
pengalaman berbelanja dengan konsumen lainnya.® Lapangan bisnis yang “abu-
abu” dari social-commerce yang bermain di wilayah penyedia jasa sosial media
dan sebagai pasar produk penyedia layanan transaksi elektronik telah
mengakibatkan ketidakjelasan terkait kewajiban dan tanggung jawab para pihak
dalam berbagai aktivitas jual beli. Misalnya, ketika konsumen menerima barang

yang tidak sesuai, seharusnya ada kebijakan untuk mekanisme pengembalian

6 Huang, Qian., Robert M. Davison., dan Hefu Liu., “An Exploratory Study of Buyers’
Participation Intentions in Reputation Systems: The Relationship quality Perspective.” Information
&  Management, 2014, Vol 51 No. 89, him, 5  available on
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378720614001153.



barang, apabila barang pesanan tidak sampai konsumen berhak atas pengembalian
uang, atau bagaimana upaya platform penyedia layanan memastikan keamanan
transaksi untuk mencegah terjadinya penipuan oleh pihak penjual. Begitu pun
mengenai legalitas berusaha, penyedia layanan e-commerce diwajibkan utnuk
memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE).
Saat ini platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak,
sudah dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi
para pihak yang bertransaksi di dalamnya, sementara itu belum ada regulasi
perpajakan yang mengatur lewat social-commerce yang mengakibatkan

persaingan di antara kedua platform ini dinilai tidak adil.’

Semakin kegiatan transaksi jual beli sering terjadi secara digital, kepastian
hukum perlindungan konsumen menjadi semakin penting. Perlindungan
konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum
yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi
kebutuhannya.® Perlindungan konsumen melibatkan keamanan, privasi, informasi
yang akurat, dan tanggung jawab penjual terhadap produk atau layanan yang
ditawarkan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang jelas tentang
bagaimana social commerce dan e-commerce berbeda dalam hal interaksi antara
penjual dan konsumen, mekanisme pembayaran, penangan sengketa, serta

kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing model bisnis.

7 Faisal Rachman, “Tanpa Regulasi, Social Commerce Main Sendiri”, available on
https://validnews.id/nasional/tanpa-regulasi-social-commerce-main-sendiri, diakses pada tanggal
30-08-2023.

8 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsume di Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2014, him. 7.



Pembentukan pengaturan untuk social-commerce penting untuk
menghindari kebingungan dalam implementasi hukum perlindungan konsumen.
Ketidakjelasan dalam regulasi dapat mengakibatkan risiko perlindungan yang
tidak memadai bagi konsumen, mengingat dinamika yang dihadirkan oleh social-
commerce adalah bagaimana preferensi konten pada sosial media akan
berpengaruh pada perilaku seseorang dalam bertransaksi. Oleh karena itu,
pembahasan mengenai pembedaan pengaturan secara khusus antara social-
commerce beserta akibat hukum yang menyertainya sangat diperlukan guna
memastikan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen di era digital. Dengan
demikian, konsumen dapat melibatkan diri dalam transaksi online dengan
keyakinan akan hak-hak dan perlindungan yang ada. Sementara bagi para pelaku
bisnis kepastian hukum dapat memberikan kejelasan terhadap tanggung jawab

mereka kepada konsumen.

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan konteks yang telah diuraikan pada latar belakang di
atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi latar belakang pembentukan pengaturan
social-commerce dalam lalu lintas perdagangan melalui sistem
transaksi elektronik yang diatur dalam Permendag No. 31 Tahun

2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan



Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen
social-commerce terhadap pembentukan Permendag No. 31 Tahun
2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang dibentuknya
pengaturan social-commerce dalam lalu lintas perdagangan melalui
penyelenggara sistem dan transaksi elektronik.

2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha dan
konsumen social-commerce atas pembentukan peraturan Permendag
No. 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan,
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan

Melalui Sistem Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukannya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat

memberikan manfaat berupa:



1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk memperkaya
ilmu pengetahuan hukum yang telah ada, secara khusus hukum yang
mengatur tentang transaksi elektronik melalui platform social-commerce
sehingga diharapkan akan bermanfaat dalam menawarkan bahan kajian bagi
permasalahan pengaturan dan dampak dari pembentukan aturan social-
commerce beserta akibat hukum yang menyertainya terhadap pelaku usaha
dan konsumen.
2. Manfaat Praktik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk
mengembangkan kemampuan dalam menulis tulisan ilmiah dan memberikan
informasi sebagai salah satu referensi bahan bacaan dan masukan
pertimbangan untuk pembaca, masyarakat luas, ataupun bagi pemerintah
terhadap akibat hukum yang akan timbul dari pengaturan social-commerce
dalam kaitannya dengan legalitas, perizinan, perpajakan, hingga
perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli melalui platform social-

commerce.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan sebelumnya
dalam rangka untuk menghindarkan penulisan ini dari terlalu luasnya pembahasan
yang akan dijabarkan sehingga membuat kurang jelasnya inti masalah dan fokus
penelitian dari judul yang telah dipilih, maka pembahasan masalah dalam

penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup pembahasan mengenai latar belakang



pembentukan pengaturan social-commerce dalam muatan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha, Periklanan,

Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem

Elektronik (PMSE) beserta akibat hukum yang menyertainya khususnya terhadap

pelaku usaha dan konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penilitian

Penelitian normatif dipilih pada penulisan penelitian ini. Dalam proses
pembuatan penelitian hukum normatif adalah dilakukan dengan meneliti
mengenai hukum yang dipandang berdasarkan norma, berbagai aturan-
aturan, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, asas hukum, serta teori
hukum dari berbagai kepustakaan yang ada untuk menjawab permasalahan
isu hukum yang sedang diteliti. Dengan kata lain, penelitian hukum normatif
ini secara sederhana juga dapat dikatakan sebagai studi dokumen karena
hanya memfokuskan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada.’
Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan dalam
penulisan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri
peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum
yang sedang dibahas,’® dalam hal ini yang menyangkut tentang social-

commerce dan e-commerce. Digunakannya pendekatan perundang-undangan

96.

% Sigit Sapto Nugroho, dkk, Metodologi Riset Hukum, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020, him.

10 1bid, him. 97
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(statute approach) dalam penilitian ini bertujuan untuk mempelajari
mengenai pembentukan pengaturan social commerce dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha,
Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan
melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

Selain itu, pendekatan konseptual (conceptual approach) juga
digunakan dalam penulisan ini guna mencari jawaban atas isu-isu hukum
dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala
peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena
memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.!
Pendekatan ini penting mengingat social-commerce merupakan fenomena
baru yang muncul dan berkembang pesat di masyarakat, sehingga
pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum dianggap perlu guna memberikan landasan dalam mengembangkan
argumentasi hukum ketika menghadapi permasalahan hukum yang
dimaksud.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara studi pustaka (library research) digunakan dalam teknik
pengumpulan bahan penelitian untuk penulisan skripsi ini. Dalam prosesnya,
bahan hukum dihimpun melalui peraturan perundang-undangan yang
membahas tentang regulasi social-commerce, e-commerce, dan perdagangan

melalui sistem elektronik secara umum beserta hubungannya terhadap

11 peter Mahmud Marzuki, Peneletian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Aditya Andrebina
Agung, 2005, him. 177.
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perlindungan hukum konsumen. Bahan penelitian juga dihimpun melalui
berbagai data berupa kumpulan buku, jurnal, dan terori hukum yang
berkaitan tentang platform social-commerce dan e-commerce yang
membahas pokok permasalahan terkait dengan judul penelitian yang sudah
ditentukan.'?
4. Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merujuk kepada sumber hukum yang memiliki
kekuatan mengikat dalam hierarki hukum. Ini adalah sumber-sumber
hukum yang secara langsung mengatur dan menciptakan hukum itu
sendiri, seperti undang-undang, konstitusi, dan putusan pengadilan.
Bahan ini adalah dasar utama dalam sistem hukum dan digunakan
sebagai landasan untuk memahami dan menerapkan hukum.'®* Bahan
hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. LN.
Tahun 1999 No. 33, TLN No. 3817,
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen. LN Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821;

12 1bid, him. 96
3 1bid, him. 119
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Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa. LN Tahun 1999 No. 136 ,
TLN No. 3872;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transkasi Elektronik. LN Tahun 2016 No. 251,
TLN No. 5952;

UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
LN. Tahun 2020 No. 134, TLN. 6516;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. LN Tahun
2019 No. 185, TLN No. 6400;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. LN Tahun 2019 No.

222, TLN No. 6420;



9.

10.

11.

12.

13

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. LN
Tahun 2021 15, TLN. No. 6617;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup
Privat. BN Tahun 2020 No. 1376;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BN Tahun 2020 No.
1039;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem

Elektronik (PMSE). BN Tahun 2023 No. 763;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sederhananya adalah referensi atau

interpretasi yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat sebanding dengan

bahan hukum primer tetapi, akan membantu dalam pemahaman,

penjelasan, atau analisis terhadap bahan hukum primer yang ada.

Contoh bahan bukum sekunder, yakni buku, doktrin ahli hukum, jurnal

hukum, dan artikel hukum.*

14 1bid, him. 142
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga
sekunder misalnya kamus hukum, surat kabar, majalah-majalah
khususnya yang menjelaskan tentang social commerce dan e-
commerce.’®
5. Analisis Bahan Hukum
Data-data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif,
yakni metode interpretasi data yang dianilisis dengan cara menafsirkan dan
membuat pemaknaan terhadap permasalahan hukum yang dibahas, serta
dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menyusun, mengolah, dan
menguraikan data secara sistematis.®
6. Penarikan Kesimpulan
Metode deduktif digunakan dalam teknik penarikan kesimpulan
penulisan ini yakni dengan cara menganilisis kesimpulan secara umum atau
mengeneralisasi dan dijabarkan kembali dalam bentuk sebuah contoh nyata
berupa fakta-fakta dalam rangka untuk menjelaskan kesimpulan. Penarikan
kesimpulan diambil dari bahasan yang bersifat umum pada awalnya dahulu

baru selanjutnya diikuti dengan penarikan kesimpulan bersifat khusus.’

5 1bid, him. 35
16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, him. 68.
7 1bid, him. 71
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